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ABSTRAK

Nama : Nadira Putri Shermalia

NPM : 2013310011

Judul : Pengawasan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan
Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indone-
sia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-Un-

dang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Pengawasan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran (P3SPS) terhadap lembaga penyiaran dilakukan oleh Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat dan masyara-
kat. Pengawasan bertujuan untuk meminimalisir adanya penyimpangan
dan mengoptimalkan pelanggaran program siaran yang dilakukan oleh
lembaga penyiaran serta menunjang keberhasilan implementasi dari Un-
dang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengawasan
yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan P3SPS yang ditinjau dari 2
dimensi pengawasan yaitu Pengawasan Langsung terdiri dari lima varia-
bel, yaitu standard; penentuan pengukuran; measuring; comparation;
dan corrective action serta Pengawasan Tidak Langsung terdiri dari satu
variabel yaitu pengaduan. Penelitian juga ditujukan untuk melihat apa
saja yang menjadi faktor penghambat KPID Jawa Barat dalam
mengawasi pelaksanaan P3SPS, dan bagaimana partisipasi/keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan P3SPS yang dilakukan oleh
KPID Jawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diperoleh
yaitu melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi oleh KPID Jawa
Barat dalam memberikan pengawasan pada pelaksanaan P3SPS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pelaksa-
naan P3SPS yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat belum berjalan secara
optimal. Terdapat kendala yang dihadapi KPID Jawa Barat seperti ku-
rangnya sumberdaya dalam melakukan pengawasan dan kesadaran dari
lembaga penyiaran yang terus menerus melakukan pelanggaran.
Partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pun
masih rendah dan mereka cenderung bersikap apatis.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pengawasan, KPID Jawa Barat, P3SPS



ABSTRACT

Name : Nadira Putri Shermalia

NPM : 2013310011

Title : Supervision of the Implementation of the Broadcasting Code of
Conduct and Standards of Broadcast Programs (P3SPS) by In-
donesia Broadcasting Commission Area (KPID) of West Java

Province Based on Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting

Supervision of the Broadcasting Code of Conduct and Standards
of Broadcast Programs (P3SPS) to broadcasters was conducted by the
Indonesia area (KPID) of West Java Province and the community. Over-
sight aims to minimize drift and optimizing broadcast program violations
perpetrated by broadcasters as well as to support the success of the im-
plementation of Law Number 32 Year 2002 on Broadcasting.

The purpose of this study is to describe the monitoring conducted
by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of West
Java Province to the implementation of P3SPS in terms of two dimen-
sions of supervision, namely Direct Control consists of five variables,
namely standard; determination of measurement; measuring; compara-
tion; and corrective action and Indirect Monitoring consists of one vari-
able that is complaint. The research is also aimed to see what are the
factors inhibiting the West Java KPID in overseeing the implementation
of P3SPS, and how the participation / involvement of the community in
supervising the implementation of P3SPS conducted by KPID West Java.

The research method used in this research is descriptive qualita-
tive research. Data collection techniques obtained are through question-
naires, interviews, observations, and document studies. The results of
this study are expected to be an evaluation material by KPID West Java
in providing supervision on the implementation of P3SPS.

The results of this study indicate that the supervision of the im-
plementation of P3SPS conducted by KPID West Java has not run opti-
mally. There are obstacles faced by KPID West Java such as lack of re-
sources in monitoring and awareness of broadcasting institutions that
continuously violate. Participation / involvement of the community in
monitoring is still low and they tend to be apathetic.

Keywords: Public Policy, Controlling, KPID West Java, P3SPS
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sejarah media penyiaran, radio memegang peranan pent-
ing di masanya dengan berbagai kegunaan di awal kehadiran radio. Pada
awal kehadirannya, radio hanya digunakan sebagai alat kebutuhan pen-
yampaian informasi dan berita. Perkembangan radio semakin pesat
dengan bertambahnya teknologi-teknologi yang semakin canggih dan se-
makin membuat radio menjadi alat komunikasi media massa. Awal mula
penyiaran di Indonesia bermula pada masa pemerintahan Hindia-Belanda
pada tahun 1925 yang diawali dengan berdirinya Batavia Radio Vereni-

ging dan NIROM.

Seiring dengan perkembangan zaman, media penyiaran mulai
berkembang bukan hanya radio saja. Di tahun 1960-an muncul media
penyiaran terbaru yang bernama televisi dimana masyarakat bisa melihat
secara langsung informasi yang diberikan secara visual. Siaran televisi
pertama dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan hari ulang
tahun kemerdekaan Indonesia ke 17. Pada tahun 1989, pemerintah mem-
berikan ijin bagi pihak swasta untuk mendirikan stasiun televisi seperti

kehadiran RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia dan



disusul dengan kehadiran SCTV, Indosiar, ANTV dan TPI.! Saat ini sta-
siun televisi semakin bertambah banyak bukan hanya saluran televisi lo-
kal saja melainkan merambah hingga stasiun televisi mancanegara

(menggunakan media televisi berlangganan).

Di era modernisasi saat ini, masyarakat dapat dengan mudah dan
cepat memperoleh berbagai macam informasi melalui televisi, radio,
hingga berita online yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Na-
mun, masyarakat harus berhati-hati dengan informasi yang terima karena
saat ini banyak informasi yang tidak sesuai fakta (hoax). Banyak situs-
situs berita hingga televisi memberikan sebuah informasi yang membuat
masyarakat gempar. Sehingga, masyarakat mudah terbuai dengan infor-

masi yang diterimanya dimana seakan informasi tersebut benar adanya.

Pada kenyataannya, saat ini banyak ditemukan program-program
yang dinilai kurang berkualitas dimana hanya mementingkan rating pro-
gram semata tanpa memikirkan manfaat yang diperoleh masyarakat yang
menyaksikan program tersebut. Rating program bukanlah ukuran kuali-
tas konten, tetapi lebih pada hitungan kuantitas penonton atas suatu pro-
gram. Capaian rating hanya menunjukkan jumlah penonton yang melihat
program tersebut bukan apakah program tersebut baik atau buruk. Rating

yang dijadikan acuan seringkali mendorong pada pengabaian kualitas

1 http://kpid-ntbprov.go.id/sejarah-perkembangan-radio-dan-televisi.html diakses pada
tanggal 4 Maret 2017 pukul 00.02



http://kpid-ntbprov.go.id/sejarah-perkembangan-radio-dan-televisi.html

konten media. Bahkan, jenis adegan tertentu seperti kekerasan dan por-
nografi sengaja dimasukkan sebagai bumbu untuk meningkatkan rating

program.?

Pada saat ini, banyak masyarakat yang khawatir akan program
televisi yang menayangkan program siaran yang kurang mendidik khu-
susnya bagi anak-anak dimana hal tersebut tidak sesuai dengan isi Un-
dang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 3 bahwa
“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh inte-
grasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan
bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan
umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis,

adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Program siaran yang sering dikeluhkan oleh masyarakat pada
umumnya yaitu menyoroti tayangan yang bermuatan seksual, pornografi,
dan kekerasan yang dinilai memberikan pengaruh negatif, khususnya ter-
hadap anak-anak dan remaja. Kekerasan yang dimunculkan dalam tayan-
gan televisi berupa kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Da-
lam hal ini dianggap tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang
dikenal sebagai bangsa yang ramah, lembut, dan tidak menyukai
penyelesaian konflik dengan kekerasan. Sehingga, tayangan televisi saat

ini dinilai oleh masyarakat sebagai tayangan yang tidak bermutu dan

2 Wahid, Abdul dan Pratomo, Dhinar Aji. 2017. Masyarakat dan Teks Media (Mem-
bangun Nalar Kritis Masyarakat pada Teks Media). Malang: UBPress. Hal 8



tidak mendidik.® Dengan adanya masalah tersebut membuat pemerintah
membentuk sebuah lembaga yang mengatur segala suatu hal terkait
penyiaran yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang ber-
dasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Peny-

iaran.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Peny-
laran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indo-
nesia (KPI). Semangat yang diusung dalam undang-undang tersebut ada-
lah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus
dikelola oleh sebuah badan independen. Dengan independensinya ini, di-
harapkan semangat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ini

membawa nafas berbeda dengan undang-undang sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang
Penyiaran pasal 2 dan pasal 3 dijelaskan bahwa “Penyiaran diselenggara-
kan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian
hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebeba-
san, dan tanggung jawab” serta ‘“Penyiaran diselenggarakan dengan
tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati
diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan

bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun

3 Afifi, Subhan. 2010. Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indo-
nesia. Jurnal lImu Komunikasi, Vol. 8, No. 3, Hal 247



masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menum-

buhkan industri penyiaran Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ada-
lah upaya mendudukkan kembali media penyiaran sebagai bagian dari
eksistensi masyarakat, sebagai ruang publik-komunikatif, tanpa mene-
gasikan pentingnya intervensi sistem bisnis dan birokrasi dalam mer-
eduksi kompleksitasnya. Spirit dasar UU Penyiaran adalah mengelimi-
nasi kolonisasi ruang publik media. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 Tentang Penyiaran adalah upaya transisi dari kekuasaan negara
(state-based powers) menuju kekuasaan publik (public-based powers).
UU Penyiaran secara politis menempatkan publik bukan pemerintah se-

bagai subyek utama dunia penyiaran.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang
Penyiaran pasal 8 dijelaskan bahwa “KPI sebagai wujud peran serta
masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan
masyarakat akan penyiaran”. Sehingga diharapkan dengan terbentuknya
KPI dapat menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi
masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia peny-

laran pada umumnya.

4 Sudibyo, Agus. 2009. Kebebasan Semu Penjajahan Baru di Jagat Media. Jakarta: PT
Kompas Media Nusantara. Hal 13



Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini media penyiaran yang ber-
sikap acuh tak acuh terhadap keberadaan lembaga KP1 sebagai regulator.
Hal ini dapat dilihat dari sikap lembaga penyiaran yang terhadap teguran
dan sanksi yang diberikan oleh KPI tidak membuat efek jera sehingga
penyimpangan yang sama masih sering dilakukan.® Maka berdasarkan
latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian
ilmiah dengan judul “Pengawasan Pelaksanaan Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Komisi Peny-
iaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 ldentifikasi Masalah

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat
dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili
kepentingan masyarakat. Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam ke-
hidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran

sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai

> Blonda, Emanuel S Leuape. 2014. KPI: Antara Upaya Preventif Atau Kuratif.
TEMPO. (18 Mei 2014), https://indone-
siana.tempo.co/read/15221/2014/05/18/blondaeman/kpi-antara-upaya-preven-
tif-atau-kuratif diakses pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 03.10



https://indonesiana.tempo.co/read/15221/2014/05/18/blondaeman/kpi-antara-upaya-preventif-atau-kuratif
https://indonesiana.tempo.co/read/15221/2014/05/18/blondaeman/kpi-antara-upaya-preventif-atau-kuratif
https://indonesiana.tempo.co/read/15221/2014/05/18/blondaeman/kpi-antara-upaya-preventif-atau-kuratif

penyiaran.® Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Ten-
tang Penyiaran pasal 8 dijelaskan bahwa KPI mempunyai beberapa

wewenang yaitu :

1. Menetapkan Standar Program Siaran.

2. Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran
(P3).

3. Mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran
serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan dan Pedoman
Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lem-

baga penyiaran dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang
Penyiaran pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa “KPI sebagai lembaga
negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran
dan KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah
dibentuk di tingkat provinsi”. Sehingga setiap provinsi yang mempunyai
lembaga penyiaran harus mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran In-
donesia Nomor 01/P/KP1/05/2009 Tentang Kelembagaan Komisi Peny-
laran Indonesia pasal 38 ayat (3) dan (4) yaitu “KPI Pusat bertindak se-

bagai mediator komunikasi dan koordinasi antara KPIl Daerah dan

& Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran hal 5



Pemerintah Daerah” serta “Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tu-
gas, dan kewajibannya, KPI Daerah melakukan koordinasi dengan KPI

Pusat”.

Pada saat ini, media massa telah menjadi suatu kebutuhan hampir
pada seluruh masyarakat. Kebutuhan tersebut bertambah seiring dengan
perkembangan informasi yang sedang berkembang pada saat ini. Pem-
beritaan di media massa khususnya televisi, merupakan salah satu sarana
untuk menyampaikan berita (pesan) yang paling diminati masyarakat
pada umumnya. Penyampaian pesan yang disampaikan kepada penerima
pesan (penonton) dengan cara yang lebih menarik yaitu dengan adanya
tampilan audio visual sehingga terasa lebih hidup dan dapat menjangkau

ruang lingkup yang sangat luas.

Televisi membawa berbagai kandungan informasi, dimana pe-
san-pesannya dalam kecepatan tinggi menyebar ke seluruh tempat yang
dengan mudah diterima tanpa meributkan fasilitas yang terlalu beragam.
Hal ini membuat masyarakat bisa secara langsung mendapatkan infor-
masi yang dibutuhkan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Peran tel-
evisi saat ini sedemikian penting dan dibutuhkan oleh masyarakat dan
menjadikan daya tarik menonton pada masyarakat demikian meningkat

semakin tinggi.

Dalam era modern saat ini, televisi dapat dikatakan telah merebut

minat masyarakat di berbagai penjuru dunia. Televisi menyajikan



berbagai macam program tayangan baik yang berdasarkan realitas, re-
kaan dan ciptaan yang sama sekali baru. Pada kenyataannya, hal tersebut
tidak hanya memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Jika
pesan-pesan yang disampaikan oleh media massa khususnya televisi
tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dikemas
dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan im-
plikasi yang negatif terhadap kehidupan masyarakat. Televisi tentunya
mempunyai beragam trik untuk mempengaruhi masyarakat termasuk
dengan cara merekayasa kenyataan dan inilah yang mengancam ke-

hidupan sosial dalam masyarakat.

Menurut Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat, Mahi
M. Hikmat, terdapat tiga konten acara yang sering melanggar aturan Un-
dang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran berkaitan
dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
(P3SPS) yaitu acara berbau kekerasan, seks dan mistis. Dari sekian
pelanggaran tersebut, Mahi menjelaskan acara berbau kekerasan paling
sering muncul di televisi.” Berikut merupakan hasil wawancara dengan
tenaga pemantau KPID Jawa Barat diperoleh melalui wawancara sebagai

berikut :

“Contohnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh
BANDUNG TV ketika menayangkan adzan maghrib yang

7 Pramono, Arditya. 2017. KPID Jabar: Tiga Jenis Acara Paling Sering Melanggar
Aturan Penyiaran. AYOBANDUNG.COM. (3 Februari 2017), http://ayoban-
dung.com/read/20170203/64/15938/kpid-jabar-tiga-jenis-acara-paling-sering-melang-
gar-aturan-penyiaran diakses pada tanggal 11 September 2017 pukul 15.57



http://ayobandung.com/read/20170203/64/15938/kpid-jabar-tiga-jenis-acara-paling-sering-melanggar-aturan-penyiaran%20%20diakses%20pada%20tanggal%2011%20September%202017%20pukul%2015.57
http://ayobandung.com/read/20170203/64/15938/kpid-jabar-tiga-jenis-acara-paling-sering-melanggar-aturan-penyiaran%20%20diakses%20pada%20tanggal%2011%20September%202017%20pukul%2015.57
http://ayobandung.com/read/20170203/64/15938/kpid-jabar-tiga-jenis-acara-paling-sering-melanggar-aturan-penyiaran%20%20diakses%20pada%20tanggal%2011%20September%202017%20pukul%2015.57

menampilkan adegan kekerasan terhadap anak. Maka,
BANDUNG TV akan dikenakan teguran berdasarkan pada
UU tentang anak dan klasifikasi umur. "

Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat

terhadap lembaga penyiaran pada tahun 2015 berdasarkan pelanggaran

konten siaran yang dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Hasil Pemantauan Terhadap Lembaga Penyiaran Tahun

2015
No | LEM- FILM | IKL | VIDEO | BERI | SEK- | HE- KEKE | JAM KLAS
BAGA AN KLIP/L | TA/IN | SU- DONI | RA- TA- IFI-
PENY- IRIK FO- ALI- STIK/ | SAN YANG | KASI
IARAN LAGU/ | TAIN | TAS/ | MIS- | VER- | DE- ACAR
LAGU | MEN | KESO | TIK BAL/ | WASA/ | A
PEM- T PANA NON | VARI-
BUKA N, VER- | ATIF
BAL PRO-
KESU GRAM
Sl-
LAAN
1. Ban- - 5 1 - - - - - -
dung TV
2. PITV - 29 5 2 - - - - -
3. I News - 7 - 18 - 2 6 1 -
TV
4, Net TV - - - 2 - - 1 - -
5. RTV 1 3 - 11 3 - 3 - 1
6. I Chan- - 10 5 - 2 - - - 3
nel
7. Garuda 1 1 4 - 2 - - - 2
TV
8. Kompas - 2 2 11 - - - 3 -
TV
9. RCTI - 8 - 4 3 - 5 3 -

& Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Pemantau KPID Jawa Barat pada tang-
gal 10 April 2018
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10. | SCTV - 2 - 10 - 1 6 2
11. | Global - 2 - 5 4 3 11
TV
12. | Trans - 6 - 15 8 5 9 13
TV
13. | Trans7 2 1 - 9 3 3 4 4
14. | Metro - - - 2
TV
15. | TV ONE - - - 6 - 1 4
16. | Indosiar - 2 - 2
17. | MNC - - - - - 2
TV
18. | ANTV - - - - 1
19. | Bhineka - - 1
TV

Sumber KPID Jawa Barat Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa konten siaran
yang paling banyak dilanggar oleh lembaga penyiaran yaitu berita/info-
tainment sebanyak 97 pelanggaran dan iklan sebanyak 78 pelanggaran.
Pelanggaran terkait berita/infotainment paling banyak dilakukan oleh iN-
ews TV sebanyak 18 pelanggaran sedangkan pelanggaran terkait iklan
paling banyak dilakukan oleh PJTV (sekarang SKTV) sebanyak 29

pelanggaran.

Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat
terhadap lembaga penyiaran pada tahun 2016 berdasarkan pelanggaran

konten siaran yang dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :
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Tabel 1.2 Hasil Pemantauan Terhadap Lembaga Penyiaran Tahun

2016

No. | BUL | FILM | VARIE | INFOT | BERI | IKL | SINET | LA LAGU
AN TY AINME TA AN RON GU PEMBU

PROG NT KA
RAM

1. Janu 2 11 9 7 7 2 - -
ari

2. Febr 7 11 3 23 5 6 - -
uari

3. Mare 3 14 13 22 40 5 4 5
t

4, April 1 15 14 8 25 3 - 4

5. Mei - 4 2 1 5 - - -

6. Juni 4 15 17 17 8 7 5 3

7. Juli 3 3 6 - 4 1 1 1

8. Agust 1 9 15 7 8 10 1 1
us

9. Septe - 3 5 2 8 3 1 7
mber

10. | Okto 5 13 16 8 5 3 1 -
ber

11. | Nove 1 3 3 4 1 - - -
mber

TOTAL 27 101 103 99 116 40 13 21

Sumber KPID Jawa Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa konten siaran
yang paling banyak dilanggar oleh lembaga penyiaran yaitu iklan

sebanyak 116 pelanggaran. Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh

12



lembaga penyiaran dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan.
Pelanggaran paling banyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 106

pelanggaran dan bulan Juni sebanyak 76 pelanggaran.

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat 19 lembaga penyiaran yang be-
rada di wilayah Bandung yang mencakup kota/kabupaten Bandung, Ka-
bupaten Bandung Barat, dan Cimahi. Berdasarkan data tersebut, hanya 7
(tujuh) dari 19 lembaga penyiaran yang dipilih untuk dilakukan
penelitian terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa
Barat. Hal ini disebabkan karena terdapat kantor lembaga penyiaran yang
tidak ditemukan (bangunan kosong), lembaga penyiaran menolak dil-
akukan penelitian dengan alasan sibuk, dan hanya berupa stasiun trans-
misi (tempat atau lokasi yang berguna untuk memancarkan siaran televisi

di wilayah yang akan dipancarkan).

Kewajiban utama penyelenggara penyiaran adalah dapat mem-
pertanggungjawabkan setiap mata acara yang disiarkan telah memiliki
hak siar dan bahkan dalam menayangkan acara siaran, lembaga peny-
laran wajib mencamtumkan hak siar. Untuk mengawasi secara teknis
serta mengawasi isi siaran, UU Penyiaran memberikan kewenangan
kepada Komisi Penyiaran Indonesia membuat suatu Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran

(P3SPS).°

9 Judhariksawan. 2010. Hukum Penyiaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 95
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Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan

Standar Program Siaran. Hal terpenting yang telah diatur oleh KPI dalam

Pedoman Perilaku Penyiaran ini antara lain penghormatan terhadap suku,

agama, ras, dan antargolongan.'® Selain Pedoman Perilaku Penyiaran,

KPI juga diberikan kewenangan untuk menyusun suatu Standar Program

Siaran. Standar Program Siaran (SPS) merupakan penjabaran teknis Pe-

doman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang

boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Standar

Program Siaran menentukan bahwa standar isi siaran berkaitan dengan :

8.

9.

Penghormatan terhadap nilai-nilai agama;

Norma kesopanan dan kesusilaan;

Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
Rasa hormat terhadap hak pribadi;

Penyiaran program dalam bahasa asing;

Ketepatan dan kenetralan program berita;

Siaran langsung; dan

10. Siaran iklan.1t

19 1bid. Hal 98
11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
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Menurut KPI, Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga
penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pen-
didikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.*?> KPID
mengawasi jalannya program siaran sesuai dengan Standar Program
Siaran. Dalam melakukan pengawasan, KPI dan KPID mengawasi
dengan 2 (dua) cara yaitu Pengawasan langsung dan pengawasan tidak
langsung. Pengawasan langsung berupa pengawasan oleh KPID ter-
hadap program siaran yang bersiaran di wilayahnya berdasarkan Standar
Program Siaran dan Pengawasan tidak langsung yaitu dalam bentuk

aduan dari masyarakat2,

Namun, dalam kenyataannya banyak lembaga penyiaran yang
tidak menjalankan ketentuan isi program siaran yang sesuai dengan Pe-

doman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Berikut merupakan
hasil wawancara dengan asisten komisioner bidang isi siaran KPID Jawa

Barat diperoleh melalui wawancara sebagai berikut :

“Masih banyak lembaga penyiaran yang belum sepe-
nuhnya mematuhi P3SPS. Meskipun sudah diberikan te-
guran tetapi tetap saja masih melanggar.”**

12 Judhariksawan. Op.cit. Hal 103

13 Harahap, Ratih Sabriah. 2016. Pengawasan Program Siaran Televisi Berdasarkan
Standar Program Siaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau,
Jurnal Online Mahasiswa, Vol. 3, No. 2, Hal 5

14 Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Komisioner Bidang Isi Siaran KPID
Jawa Barat pada tanggal 11 Januari 2018
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Berikut sanksi yang diberikan oleh KPID Jawa Barat terhadap

lembaga penyiaran apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dapat

dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3 Rekapitulasi Sanksi Terhadap Lembaga Penyiaran Ta-

hun 2015
No. | LEMBA | HIMB | TEGU | TEGU | KLARI | REKOM | REKOM
GA AUAN | RANI | RANII | FIKASI | ENDASI | ENDASI
PENYIA
RAN HIMBAU | TEGUR
AN AN
1. Bandung - 5 - 1 - -
TV
2. PJTV 12 22 - 2 - -
3. I News 7 17 2 3 2 -
TV
4, NET TV 1 1 - - - 1
5. RTV 5 13 - 3 - -
6. | 8 10 1 - - 1
Channel
7. Garuda 4 6 - - - -
TV
8. Kompas 2 9 - - 2 5
TV
9, RCTI 1 5 - - 3 14
10. | SCTV 1 11 - - 1 8
11. | Global 4 4 - - 6 11
TV
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12. | Trans 1 21 - 1 13 20
TV

13. | Trans 7 4 10 - 1 2 9

14. | Metro - 2 - - - R
TV

15. | TV One 1 4 - - - 6

16. | Indosiar - 1 - - 1 2

17. | MNC - 2 - 1 - -
TV

18. | ANTV 1 - - - - -

19. | Bhineka 1 - - - N _
TV

Sumber KPID Jawa Barat Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi yang
paling banyak diberikan oleh KPID Jawa Barat terhadap lembaga peny-
jaran berupa teguran | sebanyak 143. Lembaga penyiaran yang paling
banyak menerima sanksi yaitu PJTV (sekarang SKTV) sebanyak 22 te-

guran.

Berikut sanksi yang diberikan oleh KPID Jawa Barat terhadap
lembaga penyiaran apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dapat

dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.4 Rekapitulasi Sanksi Terhadap Lembaga Penyiaran Tahun

2016
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No. | LEMBA | HIMBA | TEGU TEGU | KLAR | REKO | REKO | REKO
GA UAN RANI1 | RANII | IFIKA | MEND | MEND | MEND
PENYIA Sl ASI ASI ASI
RAN
HIMB TEGU PENG
AUAN RAN HENTI
AN
SIARA
N
1. Indosiar - - - - 16 5 -
2. Net TV - - - 2 4 1
3. RCTI 1 2 - - 22 17 4
4, SCTV - - - - 30 27 -
5. Trans 7 - 1 - - 40 32 -
6. TV One - - - - 10 27 -
7. | Channel 5 1 1 - - 1 -
8. Kompas 2 1 - - 3 5 -
TV
9. PITV 7 4 - - - - -
10. | RTV 6 3 1 - 5 5 -
11. | Global - - - - 30 11 -
TV
12. | Trans TV - 1 - - 24 19 -
13. | I News - - - - 3 21 -
TV
14. | MNC TV - 1 - - 10 6 -
15. | Bandung 5 4 - 1 - - -
TV
16. | Garuda 1 - - 1 - - -
TV
17. | ANTV - - - 1 18 9 -
18. | Metro TV - - - - 2 8 -
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19. | TVRI - - - - - 1

20. | MQTV - 1

Sumber KPID Jawa Barat Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi yang
paling banyak diberikan oleh KPID Jawa Barat terhadap lembaga peny-
laran berupa rekomedasi himbauan sebanyak 215 dan rekomendasi te-

guran sebanyak 198.

Dari berbagai permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa masih
adanya permasalahan yang dimiliki oleh KPID Jawa Barat dalam
melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran terkait P3SPS. Pada
kenyataannya, pemerintah telah membuat kebijakan yang mengatur ten-
tang penyiaran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 Tentang Penyiaran. Ripley dan Franklin menjelaskan terdapat lima

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan®®, yaitu :

a. The Profusion of Actors (Banyaknya Aktor yang Terlibat)

Proses implementasi melibatkan banyak aktor. Pada kenyataannya,
aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan hanya KPID Jawa
Barat saja. KPID Jawa Barat belum bisa sepenuhnya mengimplementa-

sikan kebijakan tersebut ke lembaga penyiaran dan masyarakat.

b. The Multiplicity and Vagueness of Goals (Kejelasan Tujuan)

15 Randall B. Ripley & Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureau-
cracy. Chicago: The Dorsey Press. Hal 11
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Kejelasan dan konsistensi tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Ta-
hun 2002 Tentang Penyiaran sangat jelas dan rinci. Di dalam peraturan
tersebut tertera jelas fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban dari KPID
Jawa Barat, P3SPS, serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan
penyiaran. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka kebijakan
tersebut akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah me-
mahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata, sebaliknya ketid-
akjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam imple-

mentasi kebijakan.

c. The Proliferation and Complexity of Government Pro-

grams (Perkembangan dan Kerumitan Program)

Kerumitan program dilihat dari tingkat kerumitan aturan program
yang bersangkutan. Dinamisnya petunjuk pelaksanaan yang dibuat akan

mempengaruhi berhasil atau tidaknya program diimplementasikan.

d. The Participation of Governmental Units at All Territorial Lev-

els (Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan)

Partisipasi pada semua unit pemerintahan yang dimaksud adalah
partisipasi dari semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
tersebut. KPID Jawa Barat mempunyai peran penting dalam mengimple-
mentasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Dalam hal ini diperlukan partisipasi dari unit pemerintah lain agar ke-

bijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.
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e. The Uncontrollable Factors That All Affect Implementa-
tion (Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi

Implementasi)

Faktor yang tidak terkendali ini yaitu apakah ada faktor-faktor di luar
teknis (yang telah melampaui batas kontrol dari implementor) yang
secara tidak langsung berhubungan dengan pengimplementasian pro-
gram, sehingga dapat menghambat, bahkan menggagalkan implementasi

program yang telah dirancang sebelumnya.

Dalam melakukan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Ta-
hun 2002 Tentang Penyiaran, baik KPI maupun KPID Jawa Barat
melakukan beberapa langkah antisipatif, diantaranya dengan melakukan
kerjasama dengan sejumlah institusi atau organisasi yang berada di dae-
rah. Dengan adanya kerjasama dengan berbagai pihak maka semakin
banyak pihak yang membantu KPID Jawa Barat dalam mengimplemen-
tasikan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran kepada masyarakat.
Langkah tersebut merupakan awal bagi KPID Jawa Barat agar bisa lebih

fokus dalam mengawasi lembaga penyiaran.

Televisi memiliki manfaat maupun dampak terhadap masyarakat
apabila tidak diawasi dengan baik, dampak tersebut berupa sikap, per-
ilaku maupun moral dan budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu

maka pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh KPI dan KPID dalam
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menetapkan Standar Program Siaran (SPS). Menurut Ratih Sabriah Hara-
hap, terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengawasan program

siaran televisi berdasarkan Standar Program Siaran (SPS), yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Kekurangan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam
melakukan pekerjaan atau tidak sebanding dengan kapasitas/jumlah
pekerjaan yang dikerjakan, maka perkerjaan yang dikerjakan hasil-
nya akan kurang baik atau kurang maksimal hasilnya.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat
Kurangnya pengetahuan masyarakat merupakan masalah yang cukup
sulit untuk dibenahi, karena untuk menyadarkan masyarakat akan
tontonan yang tidak baik itu memerlukan waktu yang tidak sebentar,
dan untuk menjadikan masyarakat yang kritis terhadap penyiaran
membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Faktor
penghambat dalam melakukan pengawasan program siaran televisi
adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap siaran
yang baik untuk ditonton maupun tidak untuk ditonton. Karena
partisipasi masyarakat dalam mengawasi setiap siaran juga diper-
lukan dan termasuk dalam pengawasan tidak langsung yang dil-
akukan oleh KPID. Karena dengan masyarakat yang kritis akan
siaran, maka akan membantu pengawasan yang dilakukan KPID dan

dengan masyarakat yang Kritis akan penyiaran akan memperbaiki
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penyiaran yang tidak baik dan tidak mendidik menjadi lebih men-

didik. 16

Prosedur yang menjadi mekanisme pengawasan konten atau isi
siaran melalui temuan, pemantauan yang KPID Jawa Barat sendiri
lakukan, dan melalui aduan (pengaduan) dari masyarakat. Mekanisme
pemantauan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat adalah dengan mem-
perkerjakan beberapa tenaga pemantau yang mempunyai tugas menonton
televisi atau mendengarkan radio. Tenaga pemantau tersebut kemudian
membuat penilaian perihal apakah isi siaran televisi dan radio tersebut
sesuai dengan buku P3SPS. Temuan dari tenaga pemantau melalui
teknologi pemantauan menemukan sedikitnya tiga hingga lima pelang-
garan setiap harinya. Setelah temuan tersebut disortir, para asisten yang
disebut sebagai tenaga analis temuan membuat rekaman dari isi siaran
yang melanggar pelanggaran. Semua hasil temuan tersebut dikumpulkan
dan diserahkan kepada komisioner bidang pengawasan isi siaran untuk
diverifikasi dan dikaji, setelah itu dibawa ke pleno isi siaran bersama se-
luruh komisioner lain untuk kembali dikaji dan dibahas. Pembahasan ter-
sebut kemudian membuahkan keputusan apakah terjadi sebuah pelang-

garan atau tidak.!’

16 Harahap, Ratih Sabriah. Op.cit. Hal 12 — 13
17 Supratman, Lucy Pujasari. 2017. Strategi KPID Jawa Barat Dalam Menyosialisasikan
Literasi Media, Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol. 20, No. 1, Hal 80
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Dengan semakin banyaknya program televisi yang bermunculan
maka semakin banyak konten yang ditampilkan dalam program televisi
tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman terdapat konten-konten
yang ditampilkan tidak sesuai dengan konteks dari program televisi ter-
sebut. Salah satu contoh dari ketidaksesuaian konten tersebut adalah ban-
yaknya masyarakat yang mengadukan beberapa program televisi men-
ampilkan adegan yang tidak layak ditonton seperti berkaitan dengan
transgender, LGBT, melanggar norma agama, kekerasan, menampilkan

seorang pria yang berdandan kewanitaan, dan sebagainya.

Masyarakat masih dirasa kurang ikut mendukung peran KPID
Jawa Barat dalam mengawasi isi siaran lembaga penyiaran radio dan TV
lokal. Pentingnya sosialisasi literasi media oleh KPID Jawa Barat akan
membentuk atensi konatif masyarakat untuk membantu pengawasan isi
siaran saat menemukan konten yang melanggar Pedoman Perilaku Peny-

iaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).®

Peran aktif masyarakat dalam upaya menekan dampak negatif
siaran yang ditayangkan lembaga penyiaran, mutlak adanya. Peran aktif
ini bukan saja berdampak bagi penonton atau pemirsa, namun juga akan
semakin mendorong siaran yang sehat. pada prinsipnya, jika masyarakat

terlibat maka pengawasan terhadap lembaga penyiaran akan lebih baik.

18 |bid. Hal 78
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Bahkan akan mendorong dihasilkannya produk siaran yang sehat dan

lebih berkualitas.

KPID Jawa Barat membuka kesempatan bagi masyarakat luas un-
tuk mengajukan keberatan atau potensi pelanggaran yang dilakukan oleh
lembaga penyiaran melalui aduan (pengaduan) masyarakat. KPID sendiri
membuka cukup banyak kanal untuk pengaduan, mulai dari surat, datang
langsung ke kantor KPID Jawa Barat (on the spot), form aduan melalui

internet, telepon, Instagram, SMS,
e-mail, Twitter, dan Facebook.®

Pengaduan-pengaduan masyarakat yang berasal dari beragam
media tersebut akan ditindaklanjuti KPID Jawa Barat. Jika pengaduan
dari masyarakat tersebut tersampaikan pada KPID Jawa Barat, maka
KPID Jawa Barat akan meverifikasi terlebih dahulu benar atau tidaknya
pengaduan tersebut, kemudian proses pengaduan masyarakat akan ditin-

daklanjuti oleh KPID Jawa Barat.?°

KPID Jawa Barat sebagai lembaga yang bertugas melakukan
fungsi pengawasan terhadap media, diharapkan mampu bekerja secara
profesional demi melindungi generasi muda dari kerusakan moral yang
semakin parah. Dalam hal ini, KPID dituntut aktif menindaklanjuti setiap

pengaduan dari masyarakat Jawa Barat terkait tayangan-tayangan yang

19 |bid. Hal 80
20 | oc.cit
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berpotensi menjerumuskan remaja ke jurang kehancuran. Tak hanya itu,

KPID pun hendaknya mampu mendorong media yang ada untuk senan-

tiasa memperbanyak tayangan-tayangan yang bersifat mendidik.

1.2.

2 Rumusan Masalah

Dengan bertolak pada identifikasi masalah diatas, maka pertan-

yaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1.

1.3.

Bagaimana pengawasan pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran
dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dilakukan oleh Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat ?
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat dalam mengawasi
pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran (P3SPS) ?

Bagaimana partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam
mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3SPS) yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran In-

donesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat?

Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui sejauhmana pengawasan yang dilakukan

olen Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi
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Jawa Barat terhadap pelaksanaan Pedoman Perilaku Peny-
iaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa
Barat dalam mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

3. Untuk mengetahui sejauhmana partisipasi atau keterlibatan
masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dil-
akukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Provinsi Jawa Barat.

1.4.  Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik

secara akademis maupun praktis, sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian konsep atau
teori terkait perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait
dengan implementasi kebijakan. Penelitian ini difokuskan pada
pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran

dan Standar Program Siaran berdasarkan Undang-
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Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta diharapkan
dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat

berfikir secara analisis dan dinamis di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Jawa Barat dalam mengawasi pelaksanaan Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran berdasarkan Undang-Undang No-

mor 32 Tahun 2002 Tentang

Penyiaran, Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor
01/P/KP1/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan
Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KP1/03/2012 Tentang Standar

Program Siaran.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, akan diberikan gambaran secara kese-
luruhan mengenai penulisan penelitian skripsi dan pokok bahsan yang

dibahas adalah :

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi dan rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika

penelitian.
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BAB Il KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan publik, implementasi ke-
bijakan, pendekatan implementasi kebijakan, pengawasan, faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, partisipasi/keterlibatan

masyarakat serta model penelitian.

BAB Il METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, peran peneliti, lokasi
penelitian, operasionalisasi variabel, sumber data, prosedur pengum-

pulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV PROFIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai profil Komisi Penyiaran Indonesia Dae-
rah (KPID) Provinsi Jawa Barat, I-CHANNEL BANDUNG, BAN-
DUNGTV, iNewsTV JABAR, KOMPASTV JABAR, METROTV

BIRO JABAR, INSPIRATYV, dan SKTV.

BAB V ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan di
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat, I-
CHANNEL BANDUNG, BANDUNGTV, iNewsTV JABAR,
KOMPASTV JABAR, METROTV BIRO JABAR, INSPIRATV, dan

SKTYV serta masyarakat.
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan.
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